BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
2.1 Penelitian Sebelumnya
Penulis memasukan beberapa referensi yang sesuai dengan judul penulis dari para peneliti sebelumnya sebagai berikut.
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Keluarga Sangat Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Sukun, Kota Malang). Siti Nabila Rani Fitri. Universitas Brawijaya. 2016.
	a. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn sebagai pemecahan masalah yang ada dilapangan.
	a. Fokus peneliti terkait peningkatan aksesbilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan keluarga sangat miskin.
b. Lokus peneliti di Unit Pelaksana PKH Kecamatan Sukun Kota Malang.
c. Peneliti menggunakan sumber data, yaitu :
1. Informan kunci
2. Peristiwa
3. Dokumen.

	2.
	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Yustina. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.
	a. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn.
b. Outcome peneliti meningkatkan dan memajukan taraf hidup masyarakat.
c. Teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi.
	a. Lokus peneliti di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
b. Peneliti menggunakan sumber data yaitu data primer dan sekunder.
c. Peneliti merumuskan rumusan masalah terkait evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

	3.
	Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rifqi Fauzan Dwi Cahya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2019.
	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui penjelasan, observasi, wawancara dan dokumentasi.
	a. Lokus peneliti di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Peneliti menggunakan pemecahan masalah:
1. Konteks
2. Masukan
3. Proses
4. Hasil. 

	4.
	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Nurfazina. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
	a. Metode penelitian peneliti yaitu kualitatig dengan pendekatan deskriptif.
b. Rumusan masalah peneliti yaitu pelaksanaan program, hambatan yang ada dan upaya yang dilakukan.
	a. Lokus penelitian di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
b. Dalam operasionalisasi konsep penliti menggunakan sub indikator dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
c. Peneliti merumuskan rumusan masalah hanya bagaimana evaluasi pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru.
d. Peneliti menguraikan adanya pandangan islam tentang kemiskinan.
e. Peneliti menggunakan jenis dan sumber data :
1. Data sekunder
2. Data primer

	5.
	Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Asa Ari. Universitas Islam Riau. 2019.
	a. Teknik analisis data yang menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan.
b. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
	a. Lokus Penelitian di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Palalawan.
b. Fokus peneliti yaitu penanggulangan kemiskinan.
c. Teori yang dipakai peneliti yaitu teori Subarsono, yaitu :
1. Derajat pencapaian sasaran dan tujuan
2. Berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan 
3. Outcome
4. Target 
5. Input


Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:
1) Penelitian penulis secara empiris berbeda lokus atau lokasi penelitiannya yaitu di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
2) Penelitian sebelumnya tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah banyak dilakukan. Akan tetapi sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan teori William N. Dunn dalam (dalam Anggara, 2014:279) sebagai penyelesaian masalah yang ada.


Berdasarkan uraian tersebut, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis.
2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Kebijakan Publik
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut James E. Anderson (Subarsono, 2013:4) mendefinisikan kebijakan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. 
Dalam pandangan David Easton ketika pemeritah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. 
Sedangkan menurut Harrold Laswell dan Abraham Kaplan, mendefinisikan bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat.

Dari ketiga definisi yang di jelaskan oleh para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa definisi kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang berlaku di masyarakat.
2.2.1.2 Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2013:2) menjelaskan sebagai berikut.
Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governmenis choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencangkup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.
Kebijakan publik yang dikatakan Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa: (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandate dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.
2.2.1.3 Proses Kebijakan Publik
[image: ]Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencangkup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Subarsono, 2013:8).









Sumber: William N. Dunn 1994 (Subarsono, 2013:9)

Gambar 2.1
Proses Kebijakan Publik
Berdasarkan Gambar 2.1 maka dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
2) Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial. Secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan publik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.
3) Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif, yang akibatnya pada masa mendatang telah di estimasikan melalui peramalan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidak pastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
4) Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan dan lain-lain. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.
5) Evaluasi (penilaian) membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dan yang dihasilkan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara masalah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.
2.2.2 Evaluasi
2.2.2.1 Pengertian Evaluasi
Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu.
Menurut Akbar, Mohi (2018:11) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut.
Bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penelitian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Maka arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2003:608)
Pendapat selanjutnya muncul dari Vendung (Wirawan, 2016:23) menjelaskan bahwa evaluasi melihat ke belakang agar dapat menyetir ke depan.
Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak, bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin.
Dari definisi evaluasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi juga dapat menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masyarakat.
2.2.2.2 Fungsi Evaluasi
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Kemudian menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analasis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka terkait berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantive). (Dunn, 2003:609-610)
Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, William N. Dunn (Anggara, 2014:276) menjelaskan fungsi evaluasi antara lain sebagai berikut:
1) Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.
2) Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan.
3) Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada-tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada-tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.
4) Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.
2.2.2.3 Tujuan Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasi. Menurut Wirawan (2016:30-33) tujuan melaksanakan evaluasi antara lain sebagai berikut:


1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standard.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Accountabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.
2.2.2.4 Pendekatan Terhadap Evaluasi
Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analis kebijakan, maka menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan: evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Berikut Dunn, (2003:613-619) menjelaskan terkait pendekatan-pendekatan sebagai berikut.

A. Evaluasi Semu
Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (Self evident) atau tidak kontroversial.
B. Evaluasi Formal
Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.


C. Evaluasi Keputusan Teoritis
Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan antara pokok antara evaluasi teoritis keputusan dengan evaluasi semu dan evaluasi formal adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari para pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.
2.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik
2.2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Moekijat (Suaib, 2016:107) mendefinisikan evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Sedangkan Bryant & White (1987) mendefinisikan “evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi”. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan  mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan itu sungguh-sungguh ada.
Kajian tentang evaluasi kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai contoh salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan. Tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya.
Dengan demikian evaluasi merupakan usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Misalnya, mendefinisikan evaluasi sebagai upaya untuk membuat dokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi.idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat itu berjalan secara sungguh-sungguh.


2.2.3.2 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Winarno (2014:229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kegiatan yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap rumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak tahap kebijakan. Sedangkan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan fungsional atau kebijakan tidak dilakukan pada akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
Sedangkan menurut Dunn (2003:608) evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah dibuat jelas atau diatasi.
2.2.3.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut James Anderson (Winarno, 2016:194-195) evaluasi kebijakan terbagi menjadi tiga tipe sebagai berikut:
a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakn-kebijakan, program-program dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lain.
b. Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komperatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis secara objektif program-program yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.
2.2.3.4 Tahapan Evaluasi Kebijakan Publik
Tahapan evaluasi kebijakan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kegiatan pokok, sebagai berikut:
1) Menetapkan kebijakan publik.
Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah cukup banyak macam dan jenisnya. Oleh karena itu, penetapan kebijakan publik yang akan dievaluasi menjadi penting untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman, baik bagi pelaku riset, kelompok lain, dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan riset evaluasi kebijakan.


2) Menetapkan kapan hasil riset evaluasi diperlukan.
Batasan waktu diserahkan hasil riset harus menjadi faktor penting, baik bagi pelaku riset maupun bagi lembaga atau pihak yang membutuhkan riset. Bagi pelaku riset, batasan waktu dapat digunakan untuk menyusun jadwal kegiatan yang dilakukan dalam riset.
3) Menentukan dan memformulasikan tujuan kebijakan.
Langkah pertama yang diambil oleh pelaku riset adalah menemukan dan memformulasikan tujuan suatu kebijakan publik yang dievaluasi.
4) Menetapkan indikator pencapaian tujuan kebijakan.
Tujuan yang sudah diformulasikan dan dipilih untuk dievaluasi selanjutnya diukur dengan suatu indikator sebagai suatu pencapaian tujuan.
2.2.3.5 Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut Dunn evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu pertama, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2003:609).
Berdasarkan pendapat Dunn tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang sangat penting karena dengan adanya evaluasi kebijakan dapat menilai sejauh mana kebutuhan, nilai dan kesempatan yang sudah dicapai melalui tindakan publik.
2.2.3.6 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik
Analisis kebijakan menggunakan tipe kriteria yang berbeda dari kebijakan mengevaluasi hasil kebijakan. Untuk deskripsi lebih jauh terkait kriteria evaluasi Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut.


Tabel 2.2
Kriteria Evaluasi Menurut Dunn
	Tipe Kriteria
	Pertanyaan
	Ilustrasi

	(1)
	(2)
	(3)

	Efektivitas
	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
	Unit Pelayanan

	Efisiensi
	Seberapa banyak usaha diperlakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
	Unit biaya, manfaat bersih, rasio biaya-manfaat

	Kecukupan
	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
	Biaya tetap (masalah tipe I), Efektivitas tetap (masalah tipe II)

	Perataan 
	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
	Kriteria Pareto, Kriteria kaldor-Hicks, Kriteria Rawis

	Responsivitas 
	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
	Konstitusi dengan survey warga Negara

	Ketepatan
	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
	Program publik harus merata dan efisien


Sumber: William N. Dunn (2003:610)


2.2.4 Program Keluarga Harapan
2.2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021:22).
2.2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2.3 Kerangka Pemikiran
Sebagai bentuk upaya pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga pemerintah memberantas kemiskinan dengan salah satu cara yaitu adanya program bantuan sosial dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan sejak tahun 2007. Namun, dengan diberlakukannya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masih saja meningkat kemiskinan di Indonesia salah satunya di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.
Istilah evaluasi menurut Dunn (2003:608) mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Maka arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah dibuat jelas atau diatasi.
Dunn juga berpendapat bahwa terdapat kriteria-kriteria dalam evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:
1. Efektivitas yaitu dapat diketahui hasil yang diinginkan oleh suatu program sudah tercapai atau belum.
2. Efisiensi yaitu penilaian berdasarkan seberapa besar penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkatan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah.
4. Pemerataan yaitu adanya suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik.
5. Responsivitas yaitu respon dari suatu aktivitas yang dilakukan.
6. Ketepatan yaitu pernyataan mengenai apakah pemilihan alternative kebijakan yang dicapai dapat benar-benar bermanfaat bagi kelompok sasaran.
Berdasarkan uraian tersebut untuk mempermudah dalam pengevaluasian Program Keluarga Harapan (PKH) Di desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon berikut kerangka pemikiran yang disediakan.


	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
PROSES
Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn (Anggara, 2014:279) :
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketetapan
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Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon









Upaya menangani hambatan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) :
1. Meningkatkan keefektifan pelaksanaan
2. Meningkatkan efisiensi waktu pencairan 
3. Meningkatkan pembaharuan data pendidikan
4. Meningkatkan koordinasi kesamaan data penerima
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Gambar 2.2
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